
LEMBARAN DAERATI
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKAR,TA'

NOMOR : 12 TAIIUN : 1998 SERI : A NOMOR : 4

PEMERINTAII KOTAMAEYA DAERAH TINGKAT II ST]RAKARTA
PERATURAN DAERAII KOTAMADYA DAERAH TINGKAT TI

S URAKARTA

NOMOR:6 TAIIUNIggS

TENTANG

PAJAK IIOTEL DAN R.ESTORAN

DENGAN RAHMAT TUTIAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT U SURAKARTA

Menimbane : a. blhwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor
l8 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan RetribusiDaerah.
maka Peraturan Daerah tentang pajak pembangunan I di-
ubah menjadi Pajak Hotel dan Resroran;

bahwa Peraturan Daerah Kotapraja Surakarta Nomor g Ta-
hun 1960 sebagairnana telah diubah dengan peraturan Dae_
rah Nomor 5 Tahun 1987 tentang pajak pembangunan I,
perlu disesuaikan;

bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana di-
maksud huruf b, dipandang perlu untuk mengatur dan me_
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Mengingat : 1.

netapkan kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surakarta tentang Pajak Hotel dan Restoran.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pemben-
tukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Pro-
pinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah

Istimewa Yogyakarta;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Po-
kok Pemerintahan Di Daerah ( Lembaran Negara Nomor 38

Tahun l974,Tambahan Lembaran NegaraNomor 3037 );

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana (I-embaran Negara Tahun 1981 Nomor 76,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 );

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisa-
taan ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan
Lembaran NegaraNomor 3427 );

Undang-Undang Nomor l7 Tahun 1997 tentang Badan
Penyeleb4ian Sengketa Pajak ( Lembaran Nbgara Tahun
1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3684 );

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dae-

rah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 );

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan

Pajak dengan Surat Paksa ( Lembaran Negara Tahun 1997

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686 );

Peraturan Pemerintah Nomor 19, Tahun 1997 tentang Pajak

Eaerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tam-

bahan LembaranNegaraNomor 3691 );

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997

tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997
tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang

Paiak Daerah dan Retribusi.Daerah:

ll. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Talrurr lr)rr7
' tentang Kreteria wajib pajak yang wajib Menyele,gtrlnrnknrr

Pembukuan dan Tata Cara pembukuan;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun lrl97
tentang Tata Cara pemeriksaan di Bidang pajak Daeralr;

l3- Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Suraknrtl
Nomor 3 Tahun 1988 tentang penyidik pegawai Negcri
sipil di Lingkungan pemerintah Kotamadya Daerah 'r'in[k,t
il Surakarta.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Dacrulr
Tingkat II Surakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAFI 'ilNC-
KAT II SURAKARTA"TENTANG PAJAK HOTEL DAN

. RESTORAN

2.

a
J.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

BAB I

KETBNTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
b. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kotamadva Daerah Tingkat II Surtr-

karta;
c. Walikotamadya Kepala

Tingkat II Surakarta;
Daerah adalah Walikotarnadya Kepala Dacrah

d. Pajak Hotel dan Restoran yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak aras
pelayanan Hotel dan / atau Restoran;

e. Pajak rerutang adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pada saar
diperoleh pelayanan di Hotel dan / atau Restoran;

f. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterirna scbagai
irnbalan atas penyerahan barang dan jasa, sebagai pembayara' kepada fe,-
ngusaha Hotel dan / atau Restoran;

10.

ta a
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g. wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan per-

undang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban per-

pajakau, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu;

h. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan dae-

rah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

i. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat me-

nginap / istirahat, memperoleh pelayanan, dan I atau fasilitas lainnya dengan

dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan
, 'dimiliki oleh pihat yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran;

j Restoran atau rumah makan adalah tempat menyantap. makanan da.n / atau

minuman yang disediakan dengan dipungut bayatan, tidak termasuk usaha
jasa boga atau katering;

k. Pengusaha Hotel danl atau Restoran adalah perorangan atau badan yang

menyelenggarakan usaha hotel dan / atau restoran untuk dan atas namanya

sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;

l. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD ada-

lah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan

dan pembayaran pajak hotel dan restoran yang terutang menUrut peraturan

perundang-undangan perpajakan daerah;

m. Surat Setoran Fajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat

yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan'pembayaran atau pe-

nyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang diatur de-

ngan Keputusan Walikotarnadya Kepala Daerah;

n. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;

o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat

SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak

yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok

pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;

p. Surat Ketetapan Fajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya

disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan

atas jumlah pajak yang ditetaPkan;

q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat

SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan

pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang

terutang atau tidak seharusnya terutang;

r. surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat sKl,l)N,
adalah surat keputusan yang menentukan jurnlah pajak, atau pajak ticlnk ter.-
tutang dan tidak ada kredit pajak;

s. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD. adalah srrr,ll
untuk ttelakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga tlnrr
atau denda.

BAB II

SUBYEK PAJAK

Pasal 2

(l) Pajak Hotel dan Restoran adalah pungutan atas setiap pelayanan di Flolcl
dan / atau Restoran.

(2) obyek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran
di Hotel dan / atau Restoran. termasuk :"
a. Fasilitas penginapan atau fasititas tinggaljangka pendek;
b. Petayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau

tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan
dan kenyamanan;

c, Fasilitas olah Raga dan Hiburan yang disediakan khusus untul' tamu
hotel dan bukan untuk umum;

d. Jasa Persewaan ruangan untuk kegiatan acaraatau pertemuan di hotel;
e. Penjualan makanan dan atau minuman ditempat yang disertai dengarr

fasi litas penyantapannya.

Pasal 3

Dikecualikan dari Obyek Pajak adalah :

a. Penyewaan rumah atau k4mar, apart€men dan atau fasilitas tempat tinggal
lainnya yang tidak menyatu dengan hotel;

b. Pelayanan asrama dan pondok pesantrenl
c. Fasilitas olah Raga dan hiburan yang disediakan di Hotel yang dipergunakan

oleh bukarr tarnu hotel dengan pembayaran;
d. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipakai oleh umum di hotell
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e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat di-
manfaatkan oleh umum;

f. Pelayanan usahajasa boga I katering;
g. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang pereda-

rannya tidak melebihi batas yang telah diatur dengan Keputusan walikota-
madya Kepala Daerah.

Pasal 4

subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayarap
atas pelayanan hotel dan / atau restoran.

DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK

Pasal 5

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada
Hotel dan itau Restoran.

Pasal 6

( I ) Tarif Pajak Hotel dan Resroran ditetapkan sebagai berikut :

a. Hotel dan Restoran ditetapkan sebesar 10% ( sepuluh persen ) dari
jumlah pembayaran;

b. Hotel lainnya dan / atau Restoran lainnya ditetapkan sebesar 5% (lima
persen ) darijumlah pembayaran.

(2) Dibebaskan dari Pajak Hotel dan Restoran terhadap rumah makan yang
khusus disediakan bagi dan berada di lingkungan masyarakat yang kurang
mampu. - -

BAB IV

WILAYAH PEMT]NGUTAN DAN CARA PERHITUNGAI\I PAJAK

Pasal 7

( l) Pajak yang terutang dipungut diwilayah Daerah.

(2) Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif scbitg,tti=
tnana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini dengan dasar pc'ttge

naarr scbagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

BAB \

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG, DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAII

Pasal .8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 ( satu ) bulan takwim.

Pashl 9

Pajak terutang dalarn masa pajak terjadi pada saat terjadi pelayanan di hotcl
dan restoran

Fasal l0

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagairnana dimaksud pada ayat (i) Pasal ini harus diisi derrgarl
jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau Kuasat-
nya.

(3) SP PD sebagaimana dinraksud pada ayat (1) harus disampaikan kcpa<la
Walikotamadya Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 ( lima belas ) hari
setelah berakhirnya masa pajak.

(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD yang diatur dengan Keputusan
Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB VI

TATA CARA PERIIITUNGAN DAI{ PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

( l)  Berdasarkan SPTPD sebagaimana.dimaksud Pasal l0 ayat (L),  Wal ikotn-
madya Kepala Daerah menetapkair pajak terutang dengan rnertcrbitkrttr
,SKPD;
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(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat {1) tidak atau kurang di-
bayar setelah lewat waktu paling lama atau kurang 30 ( tiga puluh ) hari
sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar
ZYo ( dtapersen ) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 12

(l) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dat*rn
Pasal 10'ayat (t, digunakan untuk menghitung, memperhifir-5Kan dan

menetapkan pajak sendiri yung tervtzll.€.

(2) Dalam jangka waktu 5 ( lima ) tahun sesudo!' saat terutangnya pajak,

a. SKIDKT:
6. gsrOKBT;

-. SK?DN.

(3) SKPDKB scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan ;

a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang
terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi adrninistrasi be-
rupa bunga sebesar ZYo {dua persen ) sebulan dihitung dari pajak yang
kurang atau terlambat dibayar untuklangka waktu paling lama24bulllr'
dihitung sejak saat terutangnya pajak;

b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang dilentukan
dan telah ditegur secara fcrtulis, dikenakan sanksi adminisrasi sebesar
2% (dua persen ) sebulan dihitung dari pajak yang krxang atau terlam-
bat dibayar untuk jangka rvaktu paling lama}  bule.r dihitung sejak saat
terutangnya Pajak;

c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dlrenuhi, pajak yang terutang
dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa ke-
naikan sebesar 25% (dua puluh limi persen ) dari pokok pajak ditam-
bah sanksi administrasi berupr bunga sebesar 2% (dua persen) d;
hitung dari pajak yang kuralg atau terlambat dibayar untukJ'arura
waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pa3ak;

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf 6 4llspbtkan apabila

ditemukan data baru atau data yang semula belum terunrKaP yang me-

nyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang akan dikenakan

sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus perscn / dnri
jumlah kekurangan pajak tersebut.

SKPDN sebagaimana dimaksud ayat (.2) huruf c diterbitkan apabila.jurrrlnlr
pajak yang terutang sarna besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pnjnh
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam sKpDKB dan sKPI)-
KBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau ticlnk
sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dc-
ngan nrenerbitkan srPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa brr-
nga2%o sebulan.

Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud parln
ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelunr
dilakukan tindakan pemeriksaan

BAB WI
,,. TATA CARA PELBAYARAN

Pasal 13

Pemi-rayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang rlilctrlr
kan dengan Kei:utusan walikotamadya Kepala Daerah sesuai dcrrS,rrrr
waktu yang ditentukan dalarn SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan Sl ,l).

Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditetapkan clcrrgurr
Keputusan walikotamadya Kepala'Daerah, hasil penerimaan pajak hanrs
disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x24 jam.

Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
Pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSpD.

:

Pasal 14

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

walikotamadya Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepuclir
wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tc.r.-
tentu, setetah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayar (2) pnsnl
ini harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengarr clikurnknrr

(s)

(6)

(7)

( l  )

(2)

(3)

( l  )

(2)
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(4)

(5)

bunga sebesar ZYo (dua persen ) sebulan dari jumlah pajak yang belum
atau kurang dibayar.

Walikotamadya Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada
Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang
ditentukan setelah memenuhi' persyaratan yang ditentukan dengan dikena-
kan bunga 2o/o (dua persen ) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau
kurang dibayar.

Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta
tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini sebagaimana diatur dengan Keputusan
Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 15

(1) Setiap pernbayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal i5 Per-
aturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam
buku penerimaan.

(2) Bentuk, -!enis, isi, ukuran tand,a bukti pembayaran dan buku penerimaan
pajak sebagaimana iirnaksud patia ayat (i) Fasal ini diatur dengan Kepu-
tusan Wal ik.:tamadya Iiepala Duerali.

BAB VItrI
TATA CARA PBNAGIHAN PAJAK

Pasal 16

(l) Surat Tegoran atau Surat Peringatan diterbitkan 7 ( tujuh ) hari sejak saat
' Jatuh tempo pembayaran

(2) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 ( tujuh ) hari setelah diterima-
.nya Surat Tegoran atau Surat Peringatan, Wajib Pajak harus melunasi
jumlah pajak terutang.

(3) Surat Tegoran atau Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
Pasal diterbitkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

142
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Pasal 17

Wajib Pajak ditagih langsung dengan Surat Paksa apabila :

a. Tidak melunasi hutang pajak sampai dengan tanggal jatuh tclnpo perrr
bayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Tegoran atau Surlt lre
ringatan;

Terhadapnya telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; ltiru

Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam kcprrlusirrr
persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

(2) Surat Paksa diterbitkan oleh Pejabat segera setelah lewat 21 ( dua pulrrlr
satu ) hari sejak tanggal Surat Tegoran atau Surat Peringatan atau l)okrr
rnen lainnya.

Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24
jam setelah tariggal penerimaan Surat Paksa, Pejabat langsung menerbitkan
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

asal 19 .

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib Pajak belum juga melunasi rtlrrg
pajaknya, sekurang-kurangnya 14 ( ernpat belas ) hari sejak tanggal pelalislrlr=
an Surat Perintah melaksanakan penyitaan, Pejabat mengajukan perrrrirrtalrr
penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan tanggal, jam dan tempat pclaks:r-
naan lelang, Juru Sita Pajak segera memberitahukan secara tertulis kcpacll
Wajib Pajak,

Pasal 21

Bentuk jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaarr penngih-
an pajak daerah ditetapkan dengan Keputusan walikotamadya Kepala Daenrlr.

b.

c.



BAB IX
PENGURANGANO KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22

(l) walikotamadya Kepala Daerah berdasarkan permohonan wajib pajak
dapat memberikan keringanan dan pembebasan pajak.

(2) Tata cara pemberian pengurangan keringanan dan pembebasan pajak se-
. bagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur dengan Keputusan wali-

kotamadya Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAII,
PENGURAIIGAN KETtrTAPAN, DAN PENGHAPUSAN

ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

(l) walikotamadya Kepala Daerah karena jabatannya atau atas..nama waiib
Pajak :

a. Membetuikan SKFD atau SKPDKB atau SKpDKBT atau STpD yang
dalam penerbitannya terdapat kesalahan turis, kesalahan hitung dan
atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan per-
pajakan Daerah.

b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar.
c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga,

denda dan kenaikan pajak yang terutang daram hal sanksi tersedut
dikenakan karena kekhilapan wajib pajak atau bukan karena kesalahan-
nla.

(2) 'Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan peng-
hapuian atau pengurangan sanksi administrasi atas SKpD, sKpDKB.
SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( l )  pasal in i
harus disampaikan secara terrulis oleh wajib pajak kepada walikotama-
dya Kepala Daerah, selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sejak ranggal
diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STpD dengan mernberikan
alasan yang jelas.

(3) wal ikotamadya Kepala Daerah pal ing lama 3 (  t iga )  bulan seirr .  n,nal
surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat ei  pasal in i  rr i te ' i r rrn,
sudah harus diberikan keputusan.

(4) Apabila setelah lewat waktu 3 ( tiga ) bulan sebagaimana dimaksrrrl p'rln
ayat {31Pasal ini walikotamadya Kepala Daerah tidak memberikarr kelrrr
tusan, pennohonan pembeturan, pembatalan, pengurangan ketetap,,,,,r0,,
pen ghapusan atau pen gurangan sanksi adm inistiasi aiunglup d i kabti r k''

. BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING
'

pasal:24

(1) Wajib Pajak dapat rnengajukau keberatan hanya kepada walikotalr'tlyrr
Kepala Daerah atas suatu :
a. SKPD,
b. SKPDKB,
c. SKPDKBT,
d. SKPDLB,
d. SKPDN.

(2) Permohonan keberatan sebagaimana d'irnaksud pada ayat (i) pas.l irr
harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa lnoorresia paling arrrir I
(tiga) b'lan sejak tanggal sKpD, sKpDKB, SKPDKBT, SKpDr.rJ. tr'rr
sKPDN diter ima oreh waj ib pajak, kecuari  apabira waj ib pajak rr .prrr
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapal dipenuii kur"nu kcatl'.
an diluar kekuasaan.

(3) walikotamadya Kepala Daerah daram waktu paling lama 12 ( dua bclas )bulan seJ 
l! - 

tlnggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksrrtl
pada ayat (2) Pasal ini diterima, harus memberikan keputusan.

(4) Apabila setelah lewat waktu rz (duaberas ) bulan sebagaimana dimaksud

l--u_1-u,urlj 
(3) Pasat ini Walikotamadya Kepala Daerah;d pil;;;lii;;i

memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap Jimuuit un.
Pengajuan keberatan sebagairnana dimaksud.pada ayat (r) pasar ini tidnk
menunda kewajiban membayar pajak.
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Pasal 25 ,
(1) wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan penyelesaian seng-

keta Pajak dalam jangka waktu 3 ( tiga ) buran setelah diterimanya kepl-
tusan keberatan.

(2) Pengajua' banding sebagaimana dimaksud pada ayat (l) pasal ini tidak
menunda kewajiban membayar pajak.

pasal 26

Apabila pengajuan keb.eratan sebagaimana dimaksud pasal 23 peraturan Dae-
:rl ilj 

atau banding sebagaima'a dimaksud dalam pasal 24 peraruran ou"ruh
ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kerebihan pembayaran pajak di-
kernbalikan dengan ditambah irnbaran bunga sebesar zw lauap.rr"n j sebulan
untuk paling lama24 ( dua puluh empat ) bulan.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27

( l)  waj ib Pajak dapat mengajukan permohona' pengernbal ian kerebihan
pembayaran pajak kepada walikotamadya Kepara iaerah secara terturis
dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
a. Nama dan alamat Wajib pajak;
b. Masa Pajak;
c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
d. Alasan yang jelas.

(2) watikotamadya Kepala Daerah daram jangka waktu palirrg iarna l2 ( dua
belas ) bulan sejak diterimanya p.*ohonfn p.ngu*bilun ?etebihan pem-

. bayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayatlt; rasat ini harus riem-
, ber ikankeputusan: ,  . , .  :  :  : ,

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Fasal ini di-
lampau i wal ikotamadya Kepaia Daerah tidak memb".it un' t 

"putu.u"l o.r-mohonan pengembalian kerebihan pembayaran :pajak dianggap dikabuikan
dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama I ]q-satu ) bulan.

(4) Apabila wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelehihun perrrbe*
yaran pajak sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) Pasal ini llrrpsrrrrp= rli
perhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dirnaksrrrl.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam wuktrr lrirlrrrl4
,lasna 2 ( dua ) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, dengan rncrrer'lritknrr

, Surat Perintah I\i{embayar Kelebilian Pajak ( SPMKP ) yang clitcrhirh'rr
oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan serc,llh
lewat waktu 2 ( dua ) bulan sejak ditefbitkannya sKpDLB, walikolnrnatlyrr
Kepala Daerah memberikan irnbalan bunga sebesar Z%:o (dua perscn ) sc.

. bulan atas keterlarnbatan pembayaran kelebihan pajak.

pasal  28.

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhiiungkan dengan utang pa.jak llirr.
nya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) Peraturan Dacralr irri.
pernbayarannya dilakukan dengan 6aia pemindah bukuan dan kepada w:riilr
pajak dikir:imkan bukti pemindah bukuan yang sekaligus juga berlakLr schlgiri
bukti oembavaran.

BAB XIII
KEDAI,UWARSA PENAGIHAN

Pasa.l 29

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui
j4ngka *bktu 5 ( lima)'tahun,terhitung'sejak saat terutangnya paiak. kc-

" cuali apabila wajib Pajak nelakukan,tindak pidana dibidang perpa.iaknrr
'daerah. "

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (l) pasal
' ini tertangguh apabila :

a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau,

, b: u.dq pengakuari utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun
tidak Iangsung.
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]. B,AB XIV , ]

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

(l) Wajib Pajak yang karena kbalpaannya tidak menyampaikan SFTPD atau
'mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan ketera-
ngan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipida-
na dengan pidana penjara paling larna I ( satu ) tahun dan atau denda pa-

i ling.banyak 2 ( dua ) kali jumlah pajak yang terutang.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyainpaikan SPTPD atau me-
ngisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan
yang tidak benar'sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana de-
ngan pidana penjara paling lama2 ( dua ) tahun dan atau denda paling ba-

nyak 4 ( ernpat ) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 31

Tindak piilana sgbagaimiina dimaksud dalam Pasal 3l Peraturan Daerah ini,

tidak dituntut setelali melampaui jangka waktu 10 ( sepuluh ) tahun sejak saat

terutangnya pajak atau berakhimya Masa Pajak.

BAB XV

PENYIDIKAN

. .  l '  
Pasal  32. .

(l) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah di-
, berirweweuang khusus sebagai Penyidik untuk rnelakukan penyidikan tin-

dak pidana dibidang perpajakan daerah sebagairnana dimaksud dalam Un-

.dang-UndangNomor 
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) Pasal ini ada-
lah :

a. menerima, rnencari, mengumpulkan, dan meneliti keSerangan atau lapor-
an berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpdjakan daerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pri-

badi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubung-
an dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;

r48

c' menerima keterangan dan bahan bukti dari orang prib,di ut'rr rr.rrarr
selrubungan dengan tindak pidana dibidang perpa;uian cracr'rrl

d '  memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-rkr l i r rrrrerr  l ' ' r
berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;

e' melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pcrrr6rrlrrrrrrr.
pencatatan, dan dokurnen-dokumen rain, serta melakukan perryirlrrrr lrr
hadap bahan bukti tersebut;

f '  meminta bantuan tenaga ahri  daram r.angka peraksanaal l  t rgirs r ,( . rv ldikan tindak pidana dibidang perpajakan Ou".ut ;
g' menyuruh berhenti, mendorong seseorang rneninggalkau ruangilrr irli l l

tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan rnerneriksir irlt.rr
titas orang dan, arau dokurnen yang dibawu,Jbugriruna dimaksul 1r'trrrhuruf e ayat in i ;

h' memotret seseorang yang berkaitan de'gan tindak pidana pcrp'j.kirrr
daerah;

i. r'emanggil orang unt'k didengar keterangannyadan diperiksa scb^giri
tersangka atau saksi:

j. menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindaka* lain yang perru urt'k kerancaran penyidikan tirtrnk
pidana dibidang perpajakan daerah menurut h*kum.yang dapat rri 'cr-
tanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasar ini, memberirarrrk'rr
dimulainya penyidikan dan menyampaikan riasil penyidikan kepad' pe-
nuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur daram undang-tJrrcr;rrg
Nomor 8 Tahun l98l tentang Hukum Acara pidana.

KE'".ffftT;Nurrrp
pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Feraturan Daerah ini, sepanjang Inc-
y_genli pelaksanaannya diatur lebih ranjut dengan Keputusan'walikotarr]r,,rv,,
Kepala Daerah.
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Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotapraja
Surakarta Nomor 8 Tahun 1960 Jo Peraturan Daerah Nomor.5 Tahun 1987
tentang Pajak Pembangunan I ( Lembaran Daerah Kotamadya Daerah ringkat
II Surakarta Tahun 1990 Nomor 8 seri A Nomor 2 ) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. supaya setiap orang dapat rnengetahuinya, memerintalrkan mengundan!-
kan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 5 Maret 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAI_I KOTAMADYA DAERAH DAERAH TINGI(AT II

TINGKAT II SURAKARTA SURAKARTA
Ketua

Cap. Ttd.

IMAM SOETOPO

DISAHKAN Diundangkan dalam Lembaran Dae-
Dengan.Keputusan Menteri Dalam rah Kotamadya Daerah Tingkat II
Negeri Republik Indonesia No. 973 - Surakarta Nomor 12 Tanggal2 No-
33 - 837 Tgl. 28 - f - i998. pember Tahun 1998 Seri A No. 4.

Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

Cap. Ttd.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

Cap. Ttd.

RAHARDJO

Ttd.

Drs. SOEPARMAN R-

Pembina Tingkat I
NIP: 500 044992

Dn. KAUSAR AS.

r50 r5t

PEN.IELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAII KOTAMADYA DAERAH

SURAKARTA

NOMOR:6 TAIIUNTggS

TENTANG

PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

TINGKA'I ' I '

I. PENJELASAN UMUM

undang-undahg Nomor 5 T'ihun-lg 74 tentangpokok-pok,k r)e-rnerintdhan di Daerah memberikan dasar bagi penyelZngg;ruun oto'.rrriDaerah bagi Daerah Tingkat I maupun DaerairTing[ut U. 
""

Untuk dapat melaksanakan otonomi Daerah yang nyata dan bcr-tanggung jawab, yaitu mampu mengatur dan m"ngrr* irrnut, tangganynsendiri, Pajak Daerah rn"rupak*r sal-ah satu surnbei pendapatan Asri r),c-
1ah yang penting bagi pembe ayaan penyelenggaraan pemerintaharr clarrPembangunan Daerah. 

- i

Mengingat bahwa pajak Daerah termasuk didaramnva peratrrrarr
Daerah 

l(gtamadva Daerah Tingkat II s-r;k;;; *"*"r't't"hurr r()(,{)
lentang Pajak Pembangunan I yang telah diubah terar<rrir oengan pcraturn'
Daerah.-Kotamadya Daerah ringfut II Surakarta Nomor 5iahun 19g7.yang dibuat berdasar. undang-undang Nomor r r o,t iur,ui tgsl renrang,Peraturan Umum pajak Dae-rah, *ut'u q*.guo.di;;""g;;;y" Undang_undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Rdtribusi Dac_rah maka semua peraturan Daerah yuig ,i"ngu;;";*;';ilil;;
termasuk P4jak pembang'nan t perlu diadakanieny"ru-"-i*l 

-

Ketentuan-ketentuan yang mengatur pdjak Hoter dan Restorarr irri
$dasTkan td". up.g:e-y;da;e N;;i' l s=r"#"i;ii'i"ntang r,,, in r" Daerah, dan Retribusi Daerah yung'oit uitt an'dengan undang-tjndang rnirr-nya yaitu :

l' Undang-Undang Nomor r7 Tahun 1997 tentang Badan penycrcsrri'rr
Sengkera pajak;



2. undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak de-
ngan Surat Paksa;

3, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentangpajak Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

ayat (2) hurufb

Cukup jelas.

Cukup jelas

Yang termasuk fasilitas penginapan dan tinggal
jangka pendek antara lain gedung pariwisata.
( cottage ), motel, wisma pariwisata, pesanggrah-
an, pondok, hotel berbintang, hotel klas Melati I,
il, ilI, III kencana, rumah penginapan, rumah kos
dengan jumlah kamar 15 atau lebih yang menye-
diakan fasilitas seperti rumah penginapan.

.Yang termasuk pelayanan penunjang antara lain
tolepon, faksimile, tele4 foto:copy, peiayanan cuci,
setrika, taksi dan pengangkutar lainnya yang di-
sediakan oleh hotel atau dikelola oleh hotel.

Yang termasuk olah raga dan hiburan yang di-
sediakan khusus untuk tamu hotel. Bukan untuk
umum antara lain pusat kebugaran ( fitness cen-
tre ), kolaryr renang, tennis, golf, karaoke, pub,
diskotik yang disediakan atau dikelola oleh hotel.

Cukup jelas

Cukup jelas. :
Yang dimaksud asrama adalah tempat penginap-
an yang diperuntnkkan khusus bagi karyawan atau
relasi yang menyelenggarakan. asram? tersebut
tanpa dipungut biaya bagi yapb menikmati fasilitas
tersebut.

Cukup jelas.

Pasal 1

Pasal 2

ayat (1)

ayat(2) huruf a

hurufc

huruf d dan e

Pasal 3 hurufa

huruf b

huruff

huruf g

Pasal 4

Pasal5

Pasal 6 ayat(1)

huruf a

hurufb

Pasal 6 ayat(2)

Pasal7 sld 17

Pasal l8

Pelayanan jasa boga /catering adalah usulrn yurrg
dikelola terpisah dari usaha induknyn ( lrotcl nlau
restoran ).,
Cuktrpjelas. .

Yang diriraksud Badan antara lain yayasrrn, l,er
s,eloan Tgrbatas ( PT ), Comanditer Vcnootschnap
( CV ) baik yairg telah atau yang belurn bcrbntlnrr
hukum, koperasi dan p'ersekutuan lainnya.

Cukup jelas.

Yang termiisuk hotel antara lain cottage, rrlotr":1.
wisma pariwisatp, pesanggrahan ( hostel ), hotcl
bero-intang,,hotel:klas Melati II dan III serta lll
Kencana.
Yang termasuk restoran antara lain tempat rrrc-
nyantap makanan dan I atau minuman dengan bn_
ngunan permanen, rumah makan lesehan.
Yang termasuk hotel lainnya antara lain hotel K lns
Melati I, rumah penginapan ( home stay ), rrrnrah
kos dengan jumlah kamarJiataulebili yanj nre,
nyediakan fasilitas seperti iumah penginapan, porr
dok wisata.
Yang termasuk restoran lainnya antara lairr wrr_
rung makan lesehan kaki lima.

Yang termasuk rumah makan ayat ini antara Inin
warung makan yang khusus disediakan bagi nta-
syarakat kurang mampu misalnya warung lcgat.
koplakan penjual :tradisional, yang omzetnya tidak
melebihi peredaran brutto yang diatur dengan Kc-
putusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkar ll
Surakarta.

Cukup jetas

Penyitaan berdasar Surat Perintah Melaksanrknrr
Penyitaan dilaksanakan berdasar tata cara yilrrg di

huruf c sld e
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Pasal 19

r  
'  j : .1

Pasal:20,s/d Pasal2l

Pasal23

PasalZ2ayat (1)

. : ' t  . :  ,  l .

aya!(2)

Pasal 23 s/d 35, | .

. a.tur,.dplam peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pemberitahuan Juru Sita Pajak tentang hari, tang-
gal, jam dan tempat pelaksanaan lelang harus su-
dah diterima oleh wajib pajak selambat-lambatnya
2 i 2a jqln sgtelah diterbitkan Surat Penetapan Le-
lar-rg oleh Kantor Lelan! Negara.

Cukup jelas.

Cukup jelas. ' "'

Permohonan Wajib Pajak diajukan.dengAn Lam-
piran SSPD dan / atau setelah diterbitkari SKPD,
SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD. ' '

Cukup jelas. .

Cukup jelaS.

. l
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